
Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

Kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Di 

Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan 

kesehatan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan 

ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi penghambat bagi banyak desa. Desa, 

sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa 

masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah 

dan berbagai pihak terkait mulai mengembangkan konsep Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

(IPKD) sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana suatu desa telah mengelola kesehatan 

masyarakatnya secara efektif dan berkelanjutan. 

Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi panduan bagi 

pemerintah desa, swasta, dan masyarakat dalam merancang strategi pembangunan kesehatan yang 

inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya IPKD, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat lebih siap 

menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pembangunan 

nasional. 

Pengertian Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa (IPKD) adalah suatu alat ukur komprehensif yang digunakan 

untuk menilai tingkat pengelolaan kesehatan suatu desa. IPKD mencakup berbagai dimensi, seperti 

ketersediaan layanan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan, dan 

partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran 

holistik tentang sejauh mana suatu desa telah mengelola kesehatan masyarakatnya secara efektif dan 

berkelanjutan. 

IPKD tidak hanya mengukur ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga bagaimana fasilitas tersebut 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, apakah suatu desa telah 

memiliki puskesmas yang memadai, atau apakah masyarakat telah memanfaatkan layanan kesehatan 

secara optimal. 

Tujuan dan Fungsi Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

Tujuan utama dari Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa adalah untuk memetakan dan meningkatkan 

kapasitas desa dalam mengelola kesehatan masyarakat. Beberapa tujuan dan fungsi IPKD antara lain:  



1. Pemetaan Kondisi Kesehatan Desa: IPKD membantu mengidentifikasi desa-desa yang masih 

tertinggal dalam hal pengelolaan kesehatan, sehingga dapat menjadi dasar bagi intervensi yang 

tepat. 

2. Panduan Kebijakan: IPKD memberikan data dan informasi yang akurat bagi pemerintah 

dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan kesehatan desa. 

3. Monitoring dan Evaluasi: IPKD memungkinkan pemerintah untuk memantau perkembangan 

pengelolaan kesehatan desa dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi efektivitas program yang 

telah dilaksanakan. 

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Dengan memahami IPKD, masyarakat desa dapat 

lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan 

kesehatan. 

Manfaat Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

Manfaat dari Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa sangat luas, baik bagi pemerintah, masyarakat desa, 

maupun stakeholders lainnya. Beberapa manfaat utama antara lain: 

1. Peningkatan Kualitas Hidup: Pengelolaan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat melalui akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. 

2. Pengurangan Angka Kesakitan dan Kematian: Desa dengan pengelolaan kesehatan yang 

baik cenderung memiliki angka kesakitan dan kematian yang lebih rendah. 

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: IPKD mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

upaya kesehatan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan. 

4. Pembangunan Berkelanjutan: IPKD membantu memastikan bahwa pembangunan di desa 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sehingga tidak merusak lingkungan 

dan sumber daya alam. 

Klasifikasi Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi, antara lain:  

1. Ketersediaan Layanan Kesehatan: Mengukur sejauh mana suatu desa memiliki fasilitas 

kesehatan yang memadai. Indikator yang digunakan antara lain jumlah puskesmas, 

ketersediaan tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan. 

2. Akses terhadap Layanan Kesehatan: Mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses 

layanan kesehatan. Indikator yang digunakan antara lain jarak ke fasilitas kesehatan, biaya 

layanan kesehatan, dan transportasi. 



3. Kualitas Layanan Kesehatan: Mengukur sejauh mana layanan kesehatan yang tersedia 

memenuhi standar kualitas. Indikator yang digunakan antara lain akreditasi fasilitas kesehatan, 

kepuasan pasien, dan hasil pengobatan. 

4. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Kesehatan: Mengukur sejauh mana masyarakat 

terlibat dalam upaya kesehatan. Indikator yang digunakan antara lain partisipasi dalam 

posyandu, program imunisasi, dan kegiatan promosi kesehatan. 

Skor Nilai Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa 

Skor nilai Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa biasanya dihitung berdasarkan bobot dari berbagai 

indikator yang digunakan. Skor ini dapat bervariasi dari 0 hingga 100, di mana skor yang lebih tinggi 

menunjukkan tingkat pengelolaan kesehatan yang lebih baik. Beberapa kategori skor IPKD antara 

lain: 

1. Sangat Rendah (0-25): Desa memiliki tingkat pengelolaan kesehatan yang sangat rendah dan 

rentan terhadap masalah kesehatan. 

2. Rendah (26-50): Desa memiliki tingkat pengelolaan kesehatan yang rendah dan membutuhkan 

intervensi segera. 

3. Sedang (51-75): Desa memiliki tingkat pengelolaan kesehatan yang cukup, tetapi masih 

memerlukan upaya peningkatan. 

4. Tinggi (76-100): Desa memiliki tingkat pengelolaan kesehatan yang tinggi dan telah 

mengelola kesehatan masyarakatnya secara efektif dan berkelanjutan. 

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa  

Pemerintah desa memainkan peran kunci dalam meningkatkan Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa. 

Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa antara lain: 

1. Penyediaan Infrastruktur Kesehatan: Pemerintah desa harus memastikan bahwa masyarakat 

memiliki akses terhadap infrastruktur kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan apotek. 

2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan: Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan 

dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan. 

3. Pengembangan Program Kesehatan: Pemerintah desa perlu mendorong pengembangan 

program kesehatan, misalnya melalui program imunisasi, posyandu, dan promosi kesehatan. 

4. Dukungan bagi Partisipasi Masyarakat: Pemerintah desa dapat memberikan dukungan bagi 

partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan, misalnya melalui kegiatan posyandu dan 

kampanye kesehatan. 

5. Kolaborasi dengan Stakeholders: Pemerintah desa perlu menjalin kerjasama dengan pihak 

swasta, NGO, dan pemerintah pusat untuk mendukung upaya pengelolaan kesehatan desa. 



Kesimpulan 

Indeks Pengelolaan Kesehatan Desa adalah alat yang penting untuk mengukur dan meningkatkan 

kemampuan suatu desa dalam mengelola kesehatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. 

Dengan memahami latar belakang, pengertian, tujuan, manfaat, klasifikasi, skor nilai, serta peran 

pemerintah desa dalam IPKD, kita dapat lebih siap dalam membangun desa yang sehat dan 

berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya harus bekerja sama untuk 

memastikan bahwa pengelolaan kesehatan desa menjadi prioritas dalam pembangunan desa. 


